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BUPATI LAMPUNG UTAR~ 
\ 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA· 
NOMOR I~ TABUN 2018 

TENTANG 


RENCANkK~JA PEMERINTAH DAERAH {RKPD} 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 


TABUN 2019 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI LAMPUNG UTARA, 


Menimbang : a. 	 bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah 
Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2018 
perlu menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) 

" Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019; 

b. 	 bahwa untuk menye1enggarakan program pemerintahan 
dengan berlandaskan penanggulangan· krisis dibidang 
ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya 
dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan 
nasional dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2019; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan h 
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019. 

Mengingat 1. 	 Undang~Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor· 56) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selat~~ sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

" 
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2. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
tentang3. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4410); 	 , 

5. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo:r: 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintlili! Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor !26, Tambahan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

q. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dese 
fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 NomoI' 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pembinaatl dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tent'iillg Dana 
Desa ,yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali teraklhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesja .'Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Reneana 
Pembangunan ~jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana 
KeIja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8.Tahun 
2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jaugka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana ;pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomar 6); 


24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 346); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 
Tahun 2008 tentang RencanEl Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Nomor 36) 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 
I 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan, Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 
2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Nomor 22 ); . 

; \ 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Uta:ra Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2024 (Lembaran· 
Daerah Ka1:mpaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, . 
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Nomor 80); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Tahun 2015 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara' Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su>\unan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Utara (I:.embaran Daerah 
Kabupate.n Lampung Utara Tahun 2016 NQmor 5); 

\ 	 . 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 'Ut8.ira Nomar 1 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapat~l1 dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 
2016 Nomor 6); , 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
I 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 

, 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten, 
Lampung Utara. 

3. 	 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalab Kabupaten di 
Propinsi Lampung. . 

4. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 

5. 	 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Lampung Utara yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD 
Kabupaten Lampung Utara adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang 
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 
2005 sampai dengan tahun 2025. 

6. 	 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat 
dengan RPJMD Kabupaten Lampung Utara adalab Dokumen 
Perencanaan Pembahgunan Daerah Kabupaten La~pung 
Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah 
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tabun, 
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2b19. 

, 
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7. 	 Rencana KeIja Pemerintah O~erah Kabupaten Lampung 
Utara yang selanjutnya disingk4t dengan RKPO Kabupaten 
Lampung Utara adalah 

I 

; Ookumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupa);en Lampung Utara yang 
memuat rancangan kerangka :ekonomi daerah, program 
prioritas pembangunan daer~h, rencana keIja dan 
pendanaannya serta prakiraan maju dengan 
mempertimbangkan kerangka pdndanaan dan pagu indikatif 
untukjangka waktu 1 (satu) tah~n. 

8. 	 Visi adalah rumusan umum: mengenal keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan., 

I 
9. 	 Misi adalah rumusan umum I!J.engenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewuJudkan Visi. 
! 

10. Musyawarah Perencanaan Pem*angunan yang selanjutnya 
disingkat dengan Musrenbang \ldalah forum antarpelaku 
pembangunan dalam rang~a menyusun I rencana 
pembangunan nasional dan rendma pembangunah daerah. 

I 
11. Organisasi . Perangkat Oaerah yang selanj'.ltnya disingkat 

dengan OPO adalah perangkat, daerah' pada pemerintah 
daerah sCi1aku pengguna anggarar/pengguna barang. 

12. Pagu indikatif merupakan bat\lsan pagu )tr.iggaran yang 
diberikan. kepada OPO untuk setiap program sebagai' acuan 
dalam penyusunan rencana kerj~ OPO. 

13. Prakiraan maju (forward es~ate) adalah perhitungan 
kebutuhan dana untl.lk tahun: anggaran berikutnya dari 
tahun yang direncanakan guna xp.emastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang t~~ah disetujui dan menjadi 
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya., 

14. Rencana Kerja Organisasi perangkat Oaerah,' yang 
I 

selanjutnya disingkat dengan R!,!nja OPO adalah dokumen 
perencanaan OPO untuk periode 1 (satu) tahun, yang, 
memuat kebijakan, program, &m kegiatan pembangunan 
baik yang dilaksanakan langsUl)g oleh pemerintah daerah 
maupun yang ditempuh den~an mendorong partisipasi 
masyarakat. I 

15. Rencana Kerja dan Anggara9 OPO, yang selanjutnya 
disingkat dengan RKA-OPO ad~lah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPO 
yang merupakan penjabaran. d~ri OPO dan Renstra OPO 

I , 

yang bersangkutan dalam 1 (sftu) tahun anggaran serta 
anggaran yang diperlukan untuk imelaksanakannya. 

j . 
16. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah, yang selanjutnya 

disingkat dengan APBO adalah ~encana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang dibahas:dan disetujui bersarria oleh 
Pemerintah Oaerah dan DPRoj yang ditetapkan dengan 
Peraturan Oaerah. i 
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17. Kebijakan Umum APBD, yang se1anjutnya disingkat dengan 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk,periode 1 (satu) tahun. 

18. Proritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

• penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati d~ngan DPRD. 

19. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan 
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

21. Program Pembangunan adalah program-program indikatif 
yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi. 

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. ' 

23. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak 
yang langsung atau. tidak langsung men4apatkan manfaat 
atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder 
dapat b~rupa kelompok, organisasi dan individu yang 
memiliki kepentinganjpengaruh dalam pros.es! pengambilan 
keputusan/pelaksanaan pembangunan, 

24. Konsultasi publik adalah kegiatan partisipatif yang 
bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka 
mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan 
strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan 
tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus 
tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. 
Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan 
dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. 
Konsultasi publik dapat bcrupa musrenbang di tingkat 
kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus 
group discussions di tingkat OPD maupun di tingkat lintas 
OPD. 
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i 	 BAB II 
l 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAEP.:AH 

Pasal2 

(1) 	 RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati 
dan Wakil Bupati Lampung Ut.ara Tahun 2014-2019. 

(2) 	 Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah untuk 
Tahun 2019 mengacu pada RPJPD Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019. 

(3) 	 RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hakekatnya 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Tahunan Kabupaten Lampung Utara yang· berisi 
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 
Pembangunan Daerah dan Pendanaan/Pagu Indikatif. 

Pasa13 
.,~ 

RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 disusun 
berdasarkan hasil Musrenbang dan Konsultasi publik, Forum 
Organisasi Perangkat Daerah, Pokok-pokok Pikiran DPRD 
dengan para stakeholder, dilengkapi dengan pendanaan yang 
menunjukkan prakiraan maju baik yang bersumber dad APBD 
Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan 
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Nasional (APBN) maupun 
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 

Pasa14 

RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 dijadikan dasar 
penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten 
Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 

Pasa15 

RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 seb9.gaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. 	 Kata pen~antar 

2. Daftar lsi 

3. 	 "Daftar·Gambar 

4. Daftar tabel • 
5. Bab-bab yang terdiri dari: 
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A. BAB I 	 PENDAHULUAN 

1.1 	 Latar Belakang 

1.2 	 Dasar Hukum Penyusunan 

1.3 	 Hubungan Antar Dokumen 

1.4 	 Maksud dan Tujuan 

1.5 	 Sistematika Dokumen'RKPP 

B. BAB II 	 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1 	 Kondisi Umum Kondisi Daerah, 

2.1.1 	 Aspek Geograpi ,da;i1 Demografi 

2.1.2 	 Aspek . Kesejahteraan 
Masyarakat 

• 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum , 
2.1.4 	 Aspek Daya 8aing Daerah 

2.2 	 Evaluasi Pelaksanaan Program dan 
Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2018 
dan Relisasi RPJMD 

2.3 	 Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1 	 Permasalahan Daerah Yang 
Berhubungan Dengan Prioritas 
dan Sasaran Pembangunan 
Daerah 

2.3.2 	 Identifikasi Permasalahan 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Daerah 

C. 	 BAB III KERANGKA EKONOMI 'DAERAH' DAN 
KEUANGAN DAERAH 

3.1 	 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2 	 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

D. 	 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1 	 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2 	 Prioritas Pembangunan Tahun 2019 

E. 	 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAERAH 

F. 	 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

G. BAB VII 	 PENUTUP 

9 



•Ifi: RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

$ TAHUN2019 

BAB VII 

Penutup 


·c-.. 

.-' 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari tahun kelima RPJMD 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019. Perencanaan pembangunan 

tahun kelima ini diharapkan menjadi capaian target-target pembangunan 

untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 '''Terwujudnya 

Kabupaten Lampung Utara Yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis Dan 

Bermartabat" harus selaras dengan perwujudan visi daerah yaltu 

"Lampung Utara Mandin, Maju, dan Sejahtera". 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 merupakan 

dokumen perencanaan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD tahun 

2019 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung 

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, RKPD Provinsi 

Lampung tahun 2019, RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2014-2019, 

keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erato Kedudukan 

dokumen yang lebih tinggi masih bersifat makro, dan dalam peraturan 

yang ada, dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam 

penjabaran dokumen lainnya secara operasional. 

i
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan 

terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang balk 

dimasa yang akan datang, dengan memanfaatkan dan mengelola potensi , 
. sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Upaya tersebut pada akhirnya 

ditujukan untuk menil(gkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. I 

Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus· 

memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan 

yang balk, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar 
• 

pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung 

keberhasiiall dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan 

prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. 

dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi 

BAB. VII PENUTUP 




~: 	RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

i$ TA~UN 2019 

, 

PrQvinsi Lampung, maupun dengan prioritas Pembangunan Nasional, 

dalam rangka sinergilias dan mengingat kemampuan heuan~an daerah 

yang sangat terbatas. Maka untuk melaksanakannyaJ ditempuh 

dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan APBD 

Provinsi, baik berupa Cost Sharing maupun actil'ity sharing yang 

dimuat ,dalam RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan 

dari APBN maupun sumber dana lainnya. 

d. 	 Kerja keras, semangat, komitmen partisipasi, konsistensi dan disiplin 

yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dari segenap pemangku 

pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. Sehingga masing-masing dapat berperan dan 

bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan 

sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. 

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar 

Organisasi Perangkat Daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka 

diharapkan RKPD Tahun 20 J9 dapat dilaksanakan dengan balk sehingga 

terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. 
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PasaI6 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa\·5 tersebut diatas 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dati Peraturan 
Bupati ini. 

BABIll 

KETENTUANPENUTUP 

Pasa17 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati in! sepanjang 
mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa1S 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

Ditetapkan di Kqtabumi 

r-~~'r-'-'-'">-""> "'-~i;" . '" ...,-.. pada tanggal ,;1..6- t:i - 2018 
;.~ ·--~'t-"""'_~-.".M''',," ..~-~"." 

BUPATI LAMPUNG UTARA. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal .:2.6 - b - 2018 
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